BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DA‘ERAH AIR MINUM {PDAM) TIRTA'FLLAWAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

&7

KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam rangka mengopiimatkan penanggutangan Alr Minum
yang bersih dan sehat yang merupakan arggung jawab Pemefintah
Kabupaten Simeulus;

balvwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaaan air minum di
Kabupaten Simeulue dipandang periu meningkatkan ; status kantor
Pelayanan Air Bersih Kabupalen Simeulue menjadi Perusahasn
Dasrah Afr Minum Kabupaten Simetiue; .

|
bafva b pertimbangan dimaksuel dalam
Bt 2 dan hunl b diatas perty menetapkan dalam suat Gianurg

Undang-Undang Nowmor £ Tahun 1982 tentang Perusahaen Dasrah
{Lombaran Negara Repubil Indonesia Tehun 1862 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negars Nomaor 2387); "

Undang-Undang Memor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepsgawaian (Lembaran Negara Republic Indanesia Tahun 1874
Nomar 55, Tambahan tembaran Negara Republik Indonssia Notmpr
3041), sebagaimans telah duban dengan Uindang-Undang Homar
43 Tahun 1889 (Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 1999
Moror 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesar
Namor 3690); i

Undang - Undang Momar 48 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireusn dan Kabupaten Simeulue ( Lembaran Negara
Republix Indonasia Tahun 1999 Moror 176, Tambahan Lernbaran
Negara,Republik Indanesia Nomor 3897) sabagaimang telah divbah
dengan Undang ~ Undang Momor B Tahun 2000 { Lambaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000 Momor 75, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Homor 3963);

Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2004 tentang Suiiber Gaya Air
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomer 32
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Norior 4377);
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. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang 'Pembentukan
Petaturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republilc
Indonesia Tahun 2004 Namor 53, Tambahan Lembaran Negaca

Republik Indonesia Nemor 4340),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah { Lembaran Negara Republic Indenesia Tahun 2004 Nomer
126, Yambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Momaor 8 Tahi
2005 tantang Penetapan Paraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomer 3 Tahun 2005 fentang Perubahan Alas Undang-
Undang Momeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah
menjadi Undang-Undang {tembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 2005 Momar 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 4548)

7. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat'dan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republk ladonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}

8. Undang-Undang Nomor 1t Tahun 2006 tentang' Pemerintahan
Aosh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomar 62
Tambahan Lembaran Negara Repubkik Indonesia Nomor 4633);

9. Peratluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fantang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Daerah K

Negara Republik kdonesia Tahun 2007 Nemor

Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Dafam Neger Nomor 2 Tahun' 2007 tentang
+  Organ Kepegawaian Perusahean Dasrah Ajr Minum;

11. Qanun Pravinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun {Lembaran Dasrah Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor ‘3. Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3y,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
an
BUPAT! SIMEULUE
MEMUTUSKAN
i
© QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN
Menatapkan : PERUSAHAAN DAERAH AR  MINUM TIRTA  FULAWAN
KABUPATEN SIMEULUE i
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DBalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simaulus:
%, ~Pemetintah adalsh Pemsrntah Kabunater




4. Dewan Perwakiat Ralyal Kabupaten yang selanfulaya disebut DPRK adalah Dewan
nwakllan Rakyat  Kabupalen Simeuke sebagai unstr Pemerintahan Daerah
Kabupaten Simeutue;

§. Perusahaan Daerah Afr Minum yang selanfutnya disingkat PDAM adaizh Perusahaan
Mik Oaersh Kabupslen Simeulus yang dididken untuk menyelenggarckan
pengembangan sistem penyediaan air minum i sefuruh wilayah Kabupaten Simeulug;

6. Dewan Pengawas adalah Dewan -Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten
Shmeulug;

7. Direksi adalah Dicektur PDAM Kabupaten Simeulue;

8. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Ksbupaten Simeulue;

9. SPAM adath Ststm Pengelaiaan Air Minum.

BAB I
PEMDERIAN
Pasai2

Dengan Qanun ini dibentul. Perusahaan Dasvah Alr Minurn Tirta Fulawan sebagai Badan
Usaha Miflk Dasrah Kabupaten Simeutus.

Pasai3
PDAM herkedudukan dan berkantor pusat df fouhota Kabupaten Simeulie dan dapat
membuka cabang maupun penwakilan,

BAS I

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal4
Bifat isaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air.rinum,

Pasal §

Tujuan usahz PODAM :

2 Memberikan palayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
kepada masyarakat;

b. Menunjang pembangunan daerah;

€. Menunjang pembangunan ekenomi nasianal

d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pandapatan Asli Dagrah.

Pasal6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberkan pelayanan air minum baii masyarakat
mempunyal lapangan usaha-sebagal berikut; :

a. membangun, memefhara, dan n operasi sarana air minum
yang cukup dan sehal;

. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secars meratz dan
efisien;

o

o]

Untuk egah adanya pi ilan air sacara Far;
menyalurkan air minum kepada masyarakat Konsemen secara terfib dan feratur.

o
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BAB IV
MODAL

Pasal 7

Penyertaan modal awal Pervsahean Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp.
1.000.000.000,- {gatu milyar Rupiah);

Penyertaan modal borkutnyz ditetapkan dengan Persturan Bupal atas persetujuan
DPRD Kabupalen Simeulus;

Perusshaan Daerah Alr Minum dapat mencmbah modal dengan menjual saham atay
obligasi kepada masyarakat dan atdn phak lainnya; i

Hibah stau sumbargan pihak lainnye eken menjadi penambahan aset Perusahaan
Daerah Air Minum;

Pemarintah Daerah menguasai paling sedkit 51 % (lima puluh satu persen) saham
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cdbang Sinabang
atay Bank Pemetintah kinnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB ¥
SAHAM ~ SAHAM
Pasal 8

Saham dikeluarkan atas nama perusshaan daerah dengan pertimbangan Badan
Pengawas. -

Surat - surat saham dibesikan nomor urut dan ditanda tangani oleh direktur utama dan
Kelua Badan Pengawas alau apabila ketua Badan Pengawas berhalangan oleh
Direktur Utama bersama salah seorang anggota badan pengawas atau apabila
direklur utama atau ketua badan pengawas berhalangan oleh seorang direkiur atau
bersama seorang anggota badan pengawss.

BAB Vi
PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasai 9

PDAM dikelala berdasarkan prinsip-prinsip ekanomi perusahaan yang sehat dengan telap
memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberkan kesejshteraan kepada
masyarakat Simeuiue.

BAB VIl
PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PDAM terdini dari:

a
b

Direksi;
Dewan Pengawas.



BAB VI
DIREKS!

Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 14
(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usuf Dawan Pengawas.

(2) Direkst sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diangkat berdasarkan syarat — syarat
ng i untuk i duerah sesuai

dengan keteloan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

1. Syarat— syarat umum.

Bertaqwa kepuda kepada Allah SWT;

Hempunyal akhizk maral yang tidak tercela;

Eelfa dantaat kepada negara dan Pemerintah Republik indonesia;

Tdak pemah teribat btk langsung meupun ldsk bngeung datam setiap
keglatan yang mengkhisnati Negara Kesstuan Republk Indonocia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atay organisasi
terlarang lainnya;

Memptnyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;

Tidak dioabut hak pilifnya berdasarkan putusan pengaciian;

Sehat jasmani dan rohan! serta berumur eakurang-kurangnyz 35 (tigs puich lima)

pomp

7 wre

{ahun;
Bertempat tinggal i wilayah Kabupalen Simeulue,

s

Syarat — syarat Khusus.

Mempunyal pandidikan (3,1) sesual bidangnya;

Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan s PDAM;

Tidak ferkat hubungan keluarga dengan Bupatiiwakil Bupatl alau Dswan
Pengawas atau Direksi fainnya campai deraat kefiga menurut garis lurus ata
kesamping termasuk menantu dan ipar;

sep

d. Mempunyai kepribacian dan sifat kspemimpinan;

e i 1dan dalam Daarah;
f. Berwibawah dan fujur;

9. bersedia bekerja penuh wakiu:

{3) Bireksi tidak dibenarkai merangkap jabaten kain kecuali dengan izin tertulls Bupati,

(4} Pengangkatan Oireks| sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diangkat dleh Bupati
setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim shii yang diturfuk.
oleh Bupati.

Pasal 12
Panentuan jumieh Anggota Direksi dlakukan berdasarkan asas efisiens! dan cloktivitas
X 1 dan jumlah yang dilayani PDAM. .
Pasal 12

() Masa Jabatan Direksi  paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1{satu) kall masa jabatan.

{2} Pengecualian sehagaimana dineksud pada ayat (1) dapat dilakukan sgabila sEorang
Direktur diangkat sebagai Direktur Utama,



=

)] Pengangkatan kembali Direksi sabagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditakukan apabila
Direksl terbukii mampy reningkatkan kineja PDAM dan pelayanan kebutuhan ai;
minum kepacda Masyarakat,

' {4 Pengecualian sebagaimana dimaxsyd Pada ayat (1) bagi Pegawai Neges Sigil yang
diparbantiian menfadl Direksi dan slaf lainnys gaji dan tunjangan lainnys manjadi
tanggungan POAN, :

Pasal 14
Diraksi dilarang memangku jabatap, rangkap, yalni ;

A Jabatan strukturay atalt fungsignal Pada lnslanslfbemlmga Pemerintah Pysat dan
Dasrah, BUMN, BUMD lainnya dan Badan Usaha Swasta yang menimbulkan
benturan kepentingan Pada PDAM sesual dengan peratyran Fenmangsuadargau.

b Direksi fidak boleh MERpUNYa] kepantingan piibadi baik secary langsung maupun
tialk tangsung yang dapat berhubungan dengan PDAM;

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasaj15
Direksi mempunyai tugas sebagai beriguy
8. Menyusun perencangan ¥ang berhubungan dengan cperasional POAM;
b, membina kepegawaian;
C. mengurug dan mengaiofa kskayaan PDAM;
d. menyelenggarakan Adminisirasi Umnurm dan Keuangan; R
©. menyusun Rencana Stralegis Bisnis 5 {ima) tabunan {business planicorporate plan}
¥ang disahian oleh Bupati mef|; usul Dewan Pengawss,
Menyusun dan menyammpaikan Rencang Bisnis dan Anggaran Tahuran PDAM yang
Mmofupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategls Bisnis kepada Bupat malaiu;
Dewan Pengawas; dan
9 menyusun dan menyampatkan laporan seluruh kegiatan oAl

Pasat 16

Dircksi daiam melaksanalkan frgas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai
Wewenang sebagai berjkyt - B

& Mengangkat dan memberhantikan Pegawal  PDAM berdasarkan Peraturan
Kepegawaian PDAM;

b. menatapkan SUsunan organisasi dan tata kera PDAM dengan perssiufuan Dowan

Pengawas; . "

S mengangkat pegawai untuk menududd Jabatan di bawah Dircksi,

4. mewakili PDAM di dakam dap, g Itar pengaditan:

& menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Fukum mawak PDAM;

f menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; !

8. menjual, menfaminkan atay melepaskan aset milk FDAM berdasarkan Ppersetujuan
" Bupati atag perlimbangan Dewar Pengawas; 2

h. melakukan Alnfamar " mengikatian difl dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama

dengan pinak fain dengan berssiijuan Bupali atas perfimbangan Dawan Pengawas
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agian ga
Penghasilan, dan Hak-hak Direksi

* Pasal 17

Penghasifan Diraksi terdiri dari gafl, tunjangan dan jasa produlsi.

(2) Penghasilan ssbagaimana dimaksud pads ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setolah
meinperhitikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan firansial POAM.

Jdumish seluruh blaya untuk penghasilan Oireksi, penghasian Dewan Pengawas,
penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja kinnya tidak boleh melebihi 40% (smpat

pulih per seratus) dari total biay berdasarkan reafisasi Anggaran Perusahaan Tahun
lalu, 3 ¥

(3)

Pasai18
i

Direksi safiap akhir masa jabatan dapat dlbsrikan uang jasa pengabdian yang
besarnya dilctapkan oleh Bupati sofolah memperhatiken pertimbangan Dewan
Pangawas dan kemampuan PDAR.

Direksi yang diborhentikan dengan homat sebelusn isa jabatannya berakhic dapat
diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat
telah menjatankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

2

Bagian Koompat
Cuti

Pasai 13

{1) Anggota Direksi berhak memperaleh cutl dan tetap diberikan penghasilan penuh,
42) Pelaksanaan cull sebagaimana dimzksud peda ayat (1), dilaksanakan seislah
" - mendapat persetujusn Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan: e

alas permintaan sendir;
“reorganisasi
melakukan findakan yang merlgkan POAM,

melakukan tindakan atau bersfkap yang bestentangan dengan kepentingan Dasrah atau
Negara,

mencapal batas usla 60 (enam puluh) tahur; dan

lidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.

soop

~m

Pasal 21

(1) Apabila Direlsi yang diduga melskukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf ¢ dan huruf d diberhentkan sementara oleh Bupati atas usul Dawan
Pangawas untuk jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan.

{2) P i dimaksud paca ayat (1} ditetapkan oleh
Bupatl disertai dengan alasan dan dieritahuksn kepada yang barsangkutan

{3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas

mslakukan sidang yang dihadin oleh Direksi untuk meretapkan yang bersangkutan

diberhentkan atau tishabilias.




)

(5)

(8)

(1
@

B

(4

193
@

(2

]

]

Dewan Pongawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bahan Bupati uniuk mamberhentikan atau meszhabilitas],
Apabiia datam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direks 1dak hadi
lanpa alasan yeng sah, yany bersangkutan Gianggap mancrma hasil sidang Dowan
Pengawas

Apabila perbuatan yang dilakikan oleh Direksi merupakan findak pidana dengan
putizsan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hulum telap yang bersangkutan
diberhsntikan dengan tidak hormat

BAB IX
HEPEGAWAIAN
Pasal 2z

Direksl berwenang , membina dan ikan pegawai PDARL
Jumiah pegawai yang dianpkatl bendasarkan pada beban kerja dan kemampuan
PDAM,

Sebelum ditstapkan sebagai Pegawai, Mirekei menetaplan parsyara"m dalam masa
percobaan.

Pengangkaian pegawat POAM akan distur labih fanjut dengan peraturan perundang-
undzngan yang berlaku,

_ BABX
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 23

Dewan Pangewas diangkat eleh Bupati.
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud datam ayat {1) terdi dari unsur-unsur
Pejsbat Pemerintah Daerah, profasional tian atau masyarakat konsumen yang

memenuhi parsyaratan,

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewsn Pengawas, hars momenuhi
Persyarataan sebagai berikut;

menguasal manajemen perusahaan;

sehal jasmaai dan rohani;

batas usia paling tinggi 50 { enam pulish) tahun;

menyediakan wakiu yang cukup untuk melaksanakan fugasnya;

lidak ferikat hubungan keluarga dengan Bupati AWakil Bupatl atau Dewan
Pengawas yang lain atau Direksi sampai dergjat keliga balk menerut ganis funis
atau kesamping termasuk menantu dan ipar,

R T

Pasal 24

Jumish Dewai Pengawas diletapkan berdasakan jumlah palanggan dengan
ketentuan bahwa paling banyak 3 liga) orang untuk jumish palanggan sampal dengzn
30.000. SR (sambungan rumah),

Penentuan jumiah Anggota Dewan Pangawas sebagaimana dimaksud ipada ayst (1)
dilakukan berasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan

keputusan. :
Anggota Dewan fPengawas schagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang

sebagai Kelwa merdngkan anggota dan seorang sebagai Sekretarls merangkap
anggata dengan Kepuwsan Bupai.




Pagal 2§

M N}a!a Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

2

diangkat kembali uniuic £ {satu) kali masa Jabatan.
Pangangkatan kembali Angdola Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dibuklikan dengan kinera dalam el 1 terhadap

kegiatan Direksi tan kamampysn PDAM datam meningkatkan kinefje pelayanan air
minum kepada masyarakal,

Bagian Kadua
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dswran Pengawas mempunya tugas sébagai berikut:

pengelolazn PIf\AM:

, pangand: dan i terhadap dan

b. membarikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atay tidak diminta guna

a

Perbaikan dan pengembangan PODAM, antara lain pengangkatan Direksi, program
i perubahan status kekaysan FDAM, reneana
plhjaman dan &atan hukum dengan pihak lain, serta Imenenma, memeriksa dan atau
menandetangani Laporan Triwelan dan Laporan Tahunan; dan
. Memertksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan
Anggaran Tahunzn POAM yang dibuat Direksi kepada Bupati antuk mendapatkan
pengasahan. :

“Pasal 27

4 1
Dewan Pengawas dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal 25
mempunyai wewenang: '

e

ap

menilal kineria Direksi dalam mengetola PDAM;
menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikam‘ Direksi untuic
mendapat pengesahian Bupati; i

. meminta keterangan Direks| mangenzi pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
3 thenti i ilitasi dan

| pemb
Direksi kepada Bupati,

Pasal 28

1) Untuk membanty kelanearan 1ugas Anggola Dewan Pengawas dapat dibentuk
Sgf

2

kretarial Dewan Pengawas dengan Kepulusan Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling
banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAN

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 29

Fanghastian Anggeta Devsan Fengawas terdii dari:

a. Uang Jasa;
b. Jasa Produkst
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Pazal 30

{1} Ketua Dewan Pengawas mesangkap enggola menerima uang jasa pal
40% empat Pultth par seratys) dari 9aji Direktur;

{2) Sekratans Dewan Pengawas merangkap anggola menerima uang jasa paling banyak
35% (liga puluh fima per seratus) dar gaj Direddur:

{3) Safiap Anggota Dewan Pengawas manerima uang jass pating banyak 30% (tiga puluh
per seratus) dari gaji Direitur,

g banyak

Pasal 31

{1} Selain vang jasa, setiap tahun diberiian §8sa produsei,

(2) Besamnya vang Jasa dan bagian darj Jasa produksi sebagaimara dimsksud tiletzpkan
ol¢h Bupati dengan memperhatixan kemampuan PDAN,

Bagian Koempat
Pamaarhentizn

Pasal 52
{1 Dewan Pangawss dapat diberhentian dengan alagan:

8. permintaan sendir;

rsorganisas;

kadlchikan sebagai pojabat dasrah telolh berakhir

mencapaf batas usla 65 {enam puluh lima) tahui;

tidzk dapat fagl melaksanakan fugas:

melakukan tindakan ¥ang merugikan PDAM; dan

melsktkan lindakan atsu bersikap yang bertantangan dengen kepeatingan Dasrek
atau Negara;

(@) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebapaimana dimaksud pada ayat (4]
ditetaplcan oleh Bugatl.

Qmpan =

Pasal 33
(1) Devan Pengawas yang melakikan pesbuatan sebagaimana dimaksud daram Fasal 3z
ayat (1) hurt fdan ¢ dibethentitan sementars gty Bupati,
{2} Pemberhantizn sementara sebagaimanza dimaksug pads ayal (1) ditetapkan Aengan
Keputusan Bupat,
Pasaf 34

{%) Paling bt 1 {sat) butan sejak p .
fapat yang dinedis oleh anggota Dewan Pengawas
Sersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi

(2) Apabiia datam viakiu 1 (satu) bufan Bupatl belum melakukan rapn sebagaimana
dimzksud pada ayat (1) pembarhentian sementara batal demi hukum.

{3) Apablla datem Persidangan, anggota Dewan Pengawas fidzk hagic taripa alasan yang

. eah, yang bersangkutan dianggap menarima hasit fapat,

{4} Apabila perbuatan yang dilskukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak

Pidana yang taiah memperoleh  kekuatan  hukum tetap.  yang bersangkutan
Hiberhentikan dengan fidak hormat,
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BAB Xi
TARIF

Pasal 35

(1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan alr minum yang wajih dibayar oleh
petanggan untuk seilap pemakalan sir minum yang diberan olh PDAM.
(2) Pethiiungan dan penetapan tari sir minuin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus berdasarkan pada prinsip-prinsip :
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulitan biaya;
4. efislens] pemakalan ai:
<. transparans| dan akuntabilitas; dan
1. perlindungan air baky.

{3} Komponan biaya yang diperhitusigian datat perhitungan tasif meliputi

2. biaya operasi dan pemsliharaan;

b. biaya depresias;;

©. blaya bunga pinfaman;
. d. biaya-biaya lain; dan

e. kenfungan yang wajar,

(@)Untuk melaksanakan tarif ssbagaimans dinaksud pada ayal () PDAM waii
menerapkan siruktur iif progresit dalany rangks penerapan tubsii silang antar
Keloinpok pelanggan .

{8) Penyesualan Lonf dapal diskuxan dengan formula indeksasi Gengan mengacy sada
besarast nilai indeks yang bortaku yang dilerbitkan olet Pemerintan,

(6) Tarfl jasa pelayanan sebagaimana dimekeud pada ayal (1) ditctapken oleh Bupati
berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat perselijizan Dewan pengawas.

()Tadl [253 pelayanan sebagaimann diraksud pada ayat (1) yang disslengoarskan oleh
badan usaha swasta, dictapkan olsh Bupall bemdasarkan perjanjian prenystencgarsan
SPAM.

(8) Tata cara dan teknis pengalusan tarf ditetopkan berdasarkan peraucen Perundeng-
undangan yang borisku.

BAB X1
TAHUN BUIH DAN ANGGARAM PERUSAHAAN
Pasal 35

(1) Direksi wajib membuat Anggeran PDAM untuk estiap Tahun Guku dan selambat.
lambatnya 3 (tiga) bulan sebefum Tahun Buku yang bersangkutan muiai berfaky sudsh
diajukan uatisk dimintakan persetujuan pengesalion kepada Bupati, melalui Dewan
Pengawas;

(2)Dupati setelah mmenenma pangajuan  ssbapaimans  dimaksud wada ayal (1)
fkan Keputusan nicngenat pr hén aton penolakan selambatlambaiinya
dalam wakty 2 (dua) minggu sebelum Tzhun Anggaran yang bersangkutan berjalan

b
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{3) Anggaran PDAM dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atau tidak beqalan sepenubnys,
Jka Bupat] setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan
keberatan atas menolak Anggaran PDAM tersabut; i

{4) Dalam hai fefjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat {3), Direksi
wajib menyempurnakan afau mengubsh Anggaran PDAM dimaksud selambat-
lambatnya datam Triwulan pertarma Tahun Buky yang Bersanghutar:

(6) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang disdakan oleh Dirgksi datam
Tahun Buku yang barsangkutan sefelah mendapat keputusan Pengesahan dari Bupati;

{8} Apabilz Anggaran PDAM yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan
Bupati, sambil menunggu pengesahan dimaksud diperiukan Anggaran Tahun lale
sebagai pelaksanasn uniuk Tahun yang beralan.

BAB Xl
LAPORAN KEGIATAN PDAM

Pasal 37
(1) Direksi wafib menyacyaikan lagoran atas kegialan PDAM sebagal berikut:

a. Laporan Triwian, dan
b. Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimsksud pada ayat {1) huref a terdiri daif laporan
kegiatan operasional dan keuangan yany disampaikan kepada Dewan Pangawas

(3) Laporan Tahunan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin darl laperan
keuangan yang telah diaudit don laporan mansjemen yang ditandatangani barsama
Direksi dan Dewan Pengaiwas disampalkan kepada Bupafi; )

{4) Laporan Tahuran sebapaimana dimalsud pada ayat (1) disampaikan phling lambat 120
{sefalus dua puluh) harl selelah tahun buku PDAM ditutup untk disankan oleh Bupsti
paling lambat datam wektu 30 ttiga pulh) bai. v

{5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melali media massa paling fambat 15
(lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(8) Anggots Direksi atay Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus dissbutkan atasannya secara lertulis

BAB XNV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
. Pasal 3§
(1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak baleh diadakan.

{2) Penggunaan Laba bersih setelah lsbil dohulu diwrangi dengan penyusutan
cadengan fujuan dard pengurangan laba yang wajar dietapkan pengatwan sebagaj
berkut;

a. Unituk bagian Pendapatan Asll dasran 56%;
b. Untuk cadangan umum 15%, sosial dan pendidikan 10%, jssal produksi 10%,
sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%;

(3) penggunaan laba dadangan umum bilamana telah tercapal Wujuannya dapat dialinkan
kepada penggunaan kain dengan Keputusan Bupati;

(4) cara mengurus dan penggunaan déna penyusutan dan cadangan juan fermaksud
pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas,



BAB XV
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 39

{1} Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengadakan kefasama dangan
pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan-perundang-vivlangan yang beriaku
12} Pinak ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) atiziah Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, Pemerntah Kota dan Perusshaan  Daerah lain, seda dengan
tnstansifLembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain balk perorangan, nasional atau
asing. 2
Kerjasama dengan pihak keliga sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dan ayat (2)
inf dapat dilakuisan setelah mendapat persetujuan dari Bupati

€

Pasal 40
Kerjasanm sebagaimana dimaksud Pasal 39 hanus dapat menjamin :
a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan;
b. kepada masy
€. peningkatanipenambanan modal dan asel Perusahazn
d. harus saling manguntungken bagi kedua belah pihak.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 41

(1) Pe 1 , P gan  afau status  PDAM dan
pembentukan Panitia kkuidasi ditetapkan dengan Qanun,

{2) Semua Kekayaan PDAM setelah diadakan fkuidasi dikembalikan kepada penguasaan
langsung Pemerintah Kabupaten Simeufue,

BAB XVil
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 42

Halha! yang  beum diatur datem Qanun ini sepanjang mengenai peratuian
Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupatt,

Pasal 43

(1) Dengan berlakunya Qanun inl Qanun Kabupaten Simelue Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pembentukan Susunan Crganisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue
khususnya yang mengatur Pembentuban Kantor Pengelolaan Air Minum, dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Segala Assel yang dimiiki Kanler Penglolaan Air Minum baik yang bergerak dan
tidak bergerak maupun sumbangan pihak ketfiga menjadi millk Persahaan Daerah Air
Minum Tirta Ate Fulawan Kabupaten Simeulus

(2)
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(3) Assel sebagaimana dimaksye dalam ayat (2) tercantum

menpaken baglan yang tidak terpisatian

dalam daftar fampiran yang
tari Qanun ini.

Pasaj44

Ganun ini enulai batlaku ssjak tanggal diundangkan, Agar sefiap orang - dapat

1 gan Qanun inj dengan penempatan Galam
Lembaran Daersh Kabupaten Simeviue,

Disahkan di Sinabang
pada tanpgal 28 Desember 2007 2

07 M
18 Dzulhijah 1428

Diundanghan di Sinabang
pada tanggal 28 Desembar 2007
18 Dzulhijah 1428 H

LEMEARAN DAERAH KABLIPATEN SIMEULLE
TAHUN 2007 NOMOR 126



AR MILAI ASET KEKAYAAM
QR PERUSAHAMN DAEEAH AIE MINUM (POAN) TIRTA FULAWAN
31 DESEMBER 2007 .
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